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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang “Analisis Hukum Islam
Terhadap Praktik Hutang Piutang Secara Online di www.PinjamYuk.co.id”.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik
hutang piutang secara online di www.pinjamyuk.co.id dan bagaimana analisis
hukum islam terhadap praktik hutang piutang secara online di
www.pinjamyuk.co.id.

Untuk data penelitian ini diperoleh melalui membaca aturan-aturan
tentang hutang piutang secara online, pendapat para nasabah di aplikasi
pinjamyuk melalui artikel di media sosial serta wawancara untuk memverifikasi.
Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan pola
pikir deduktif dari norma yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang
bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, yang pertama aplikasi
pinjamyuk menyediakan layanan hutang piutang dengan prosedur yang sangat
mudah yaitu pengguna harus menginstal aplikasi dan mendaftar sebagai nasabah
pinjamyuk terlebih dahulu, lalu pengguna harus mengisi berkas yang telah
disediakan di aplikasi dan memenuhi persyaratannya. Setelah disetujui oleh pihak
pinjamyuk, pihak pinjamyuk akan langsung mencairkan dana sesuai nominal
yang telah dipilih oleh nasabah beserta perhitungan kreditnya dengan jangka
waktu yang telah ditentukan. Yang kedua praktik hutang piutang secara online di
aplikasi pinjamyuk masih terbukti menggunakan sistem bunga dan juga ada
beberapa tindakan yang membuat nasabah merasa dirugikan seperti adanya
rentenir online yang meneror dan menggunakan data pribadi nasabah. Jika ditarik
pada teori gard ada ketidak sesuaian pada proses peminjaman di aplikasi
pinjamyuk, dimana telah dijelaskan bahwa hutang piutang secara online itu
diperbolehkan asal tidak ada unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak
atau kedua belah pihak dan orang lain yang bersangkutan. Apabila ditemukan
kecurangan, maka hukumnya menjadi haram.

Berdasarkan kesimpulan di atas, seharusnya dari pinjamyuk ada
transparansi mengenai biaya admin dan perhitungan kredit pada aplikasi untuk
menghindari adanya penipuan dan kerugian pada salah satu pihak. Untuk
masyarakat atau para calon nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman di
aplikasi pinjamyuk, sebaiknya berhati-hati ketika ingin mengajukan pinjaman,
baiknya fahami dahulu segala konsekuensi yang ada. Karena banyak sekali
kejadian teror oleh rentenir on/ine saat ini.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki tujuan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik
primer, sekunder, maupun tersier. Manusia perlu bekerjasama dan saling
membantu agar semuanya terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya
membantu yang miskin dan yang mampu menolong yang tidak mampu.

Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus
saling melengkapi, bukan untuk berkompetisi (bersaing) dan berlomba
untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam
mengembangkan hubungan antar perorangan. Dalam hal ini ada banyak
cara yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada
orang yang membutuhkan, di antaranya adalah memberikan pinjaman
atau hutang-piutang, sedekah maupun dengan zakat, dimana dalam
pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam. Dalam hal ini akan lebih
mendalami tentang akad dalam bentuk hutang piutang yang diterapkan
oleh sistem perbankan syariah yaitu akad gard.

Secara etimologis gard merupakan bentuk masdar dari garada al-
shay’-yagridu, yang berarti dia memutuskannya. Qard adalah bentuk
masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan garadu al-shay’a bil-migrad,

atau



memutus sesuatu dengan gunting. A/-gard adalah sesuatu yang diberikan
oleh pemilik untuk dibayar.'
Pengertian gard menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh
ulama Hanafiyah :
R R RN L [P R o e

Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya
membayar harta yang sama kepadanya.’

Menurut uraian yang sudah dijelaskan di atas, akad gard yaitu
meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
Dalam Perbankan Syariah akad gard termasuk dalam akad 7abarru’yaitu
akad tolong menolong, sehingga akad gard merupakan suatu akad
pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah (mugtarid) dengan ketentuan
bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada
Lembaga Keuangan Syariah (mugrid) pada waktu yang telah disepakati
antara nasabah dengan LKS.

Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 245 yang
berbunyi:

g blaty faar 1§ 508 BT 4 e s (B3] upHJJ\\J 1

o8 o0l

(Yeo) Ot
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah
menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan.’

'Mardani, Figh Ekonomi Syariah Figh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), 333.

? Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151 - 152.

}Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Qordoba Internasional
Indonesia, 2012), 39.



Barangsiapa yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik
berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat
gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah. Sehubungan
dengan itu, memberikan bantuan berupa pinjaman bisa menjadi wajib atas
seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya
kepada seseorang yang amat membutuhkan, yang jika orang itu tidak
diberi pinjaman menyebabkan dia teraniaya atau akan berbuat sesuatu
yang dilarang agama, seperti dia akan mencuri karena ketiadaan biaya
untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, apabila seseorang
memberikan pinjaman dengan maksud menganiaya peminjam atau
pinjaman tersebut akan digunakan untuk berbuat maksiat, maka hukum
pinjaman tersebut menjadi haram. Dengan demikian, didasarkan pada
kondisi-kondisi yang amat bervariasi, hukum pinjam-meminjam pun bisa
amat bervariasi pula, seperti wajib, haram, makruh, ataupun mubah.*

Namun, pada era perkembangan ekonomi digital ini, dalam
kegiatan pinjam meminjam masyarakat terus mengembangkan inovasi
penyediaan layanan, yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan
Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai
turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional,
atau yang lebih dikenal dengan Fintech Lending, di mana menawarkan
beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. Namun, para pecandu

dunia maya lebih mengenalnya dengan istilah Pinjaman on/ine.

*Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 39.



Pinjaman onl/ine adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa
keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online
tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech.” Berbeda dengan pinjaman
pada umumnya seperti pinjaman pada bank, dimana bank menyediakan
sejumlah uvang untuk dipinjamkan kepada nasabah dengan jangka waktu
tertentu. Jika dilihat dari segi pengertian keduanya hampir sama, yang
membedakan hanya prosedur cara meminjam, pinjaman pada umumnya
nasabah perlu mendatangi lembaga keuangan yang dituju dan
melaksanakan akad secara tatap muka, namun pada pinjaman online
nasabah tidak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan
secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh persyaratan dan
prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak
diperlukan lagi. Sebab, pemohon pinjaman dapat mengirimkan syarat
secara online, bahkan wawancara kelayakan pemohon pinjaman dilakukan
melalui felephone. Cukup mengakses website finfech yang dipilih,
transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan
dari mana saja dan kapan saja. Akan tetapi kemudahan tersebut dapat
membuat seseorang lebih mudah terbelit hutang yang tidak berujung
apabila dalam melakukan prosesnya kurang berhati-hati, misalnya dalam
mencari pinjaman yang baik.

Penulis mengambil studi dari www.Pinjamyuk.co.id yang

merupakan start up Fintech yang bergerak di bidang Layanan Pinjam

> Surtan Siahaan, “Pinjaman Online Yang Terdaftar di OJK” https://www.online-

pajak.com/finansial/pinjaman-online/ diakses pada tanggal 02 Maret 2019
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Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur di dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan
layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan
penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam
dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan
menggunakan jaringan internet.’ Konsep dari Fintech tersebut
mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang
finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat
memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta
modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah
berkembang di Indonesia, yaitu payment channel system, digital banking,
online digital insurance, peer to peer (P2P) lending, serta crowd funding.”

Aplikasi pinjamyuk sendiri merupakan salah satu layanan
keuangan berbasis IT yang telah didirikan oleh PT KuaiKuai Tech
Indonesia atau yang biasa disebut sebagai aplikasi pinjaman on/ine yang
memberikan pinjaman tunai cepat dan mudah kepada konsumen. Proses

pinjamannya hanya membutuhkan waktu minimal 1 menit untuk

% Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6005.

7 Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi
Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, Universitas Pelita Harapan
Tangerang.



mentransfer uang ke rekening bank milik nasabah secara otomatis.

Pinjaman uang tunai yang disediakan oleh pinjamyuk mulai dari Rp

600.000 — Rp 1.500.000 dengan jangka waktu 7 — 14 hari, seperti

pinjaman online lainnya peminjam diharuskan men-download aplikasi

terlebih dahulu. Selain itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

oleh peminjam dalam melakukan transaksi, adapun syarat-syaratnya

yaitu:

1. Peminjam adalah Warga Negara Indonesia dan berumur 18 Tahun
keatas

2. Mempunyai kartu tanda penduduk (KTP)

3. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap®

Untuk pembayaran, peminjam dapat melakukan pelunasan dengan
mudah melalui via transfer bank, Zendit, e-wallet DOKU, dan minimarket
lainnya seperti Indomaret, Alfa group dan lain-lain. Aplikasi ini juga
termasuk aplikasi pinjaman on/ine tanpa agunan, sehingga banyak
masyarakat khususnya pengguna jaringan internet yang tertarik untuk
melakukan transaksi di aplikasi pinjamyuk.

Namun tidak selamanya transaksi pinjaman onfline di
www.Pinjamyuk.co.id menguntungkan pihak yang meminjam atau pihak
yang memberi pinjaman, resiko sering kali muncul dalam bentuk
penyelewengan-penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan

oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang

% Aplikasi PinjamYuk, “ Website Resmi PinjamYuk”, http://www.pinjamyuk.co.id/, diakses pada
2 Maret 2019
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berpiutang atau “kreditur’ tetapi juga pada pihak yang wajib memenuhi
prestasi dinamakan pihak berhutang atau “debitur’. Seperti yang telah
dijelaskan diatas bahwa aplikasi pinjamyuk dapat memberikan pinjaman
sebesar Rp 600.000 — Rp 1.500.000, dalam hal ini aplikasi pinjamyuk
menggunakan sistem diskonto yang artinya pembayaran dilakukan secara
langsung dengan biaya layanan sebesar 14%, jadi saat nasabah melakukan
transaksi dengan meminjam uang sebesar Rp 1.000.000 maka dana yang
akan didapat atau masuk ke rekening nasabah hanya Rp 860.000.

Setelah menentukan besarnya pinjaman dan mengetahui biaya
admin, selanjutnya akan masuk ke proses analisis data atau analisis
kredit, gunanya untuk mengetahui apakah nasabah tersebut sudah
memenuhi syarat untuk layak mendapatkan pinjaman. Namun,
terpenuhinnya persyaratan tidak menjadi tolak ukur untuk menentukan
apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pinjaman atau tidak dengan
banyaknya nasabah yang telah mendaftar, bahkan nasabah yang tidak
mempunyai pekerjaan, tetap dapat meminjam di aplikasi pinjamyuk
dengan memakai data pekerjaan palsu, dan nasabah yang telah
mempunyai pekerjaan dengan jelas tidak mendapatkan pinjaman.'
Melihat kejadian tersebut dapat kita ketahui bahwa proses analisis data di
aplikasi pinjamyuk masih belum jelas prosesnya.

Penyelewengan-penyelewengan tersebut akan menyebabkan

kerugian pada kedua belah pihak, sebenarnya untuk mengatasi hal

*Pondra Basuki Jaya, Wawancara, Watulimo Trenggalek, 13 Maret 2019.
Perta Udayani, Wawancara, Siwalankerto Surabaya, 16 Maret 2019.



tersebut ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh PT KuaiKuai Tech
Indonesia (Pinjamyuk) dalam menghadapi wanprestasi yang dilakukan
oleh nasabah, yaitu perihal klaim penagihan meliputi, mengingatkan
nasabah melalui SMS, WhatsApp, dan email terhitung dari 5 hari sebelum
jatuh tempo, saat nasabah mulai memasuki jatuh tempo sampai 3 hari dari
tanggal jatuh tempo belum bisa memenuhi kewajibannya, maka pihak
pinjamyuk akan mengingatkan nasabah dengan menggunakan automatic
call by system.

Saat nasabah tidak membayar 4 hari dari tanggal jatuh tempo
maka team Desk Call akan menghubungi untuk mengkonfirmasi
penundaan pembayaran dari nasabah. Apabila sampai batas waktu kira-
kira 4 — 14 hari dari tanggal jatuh tempo nasabah belum bisa membayar
maka team Desk Call akan memperingatkan atau memberi tau bahwa
“Pick Up Payment” akan mendatangi rumah nasabah, selanjutnya team
pick up payment bertugas menindaklanjuti nasabah yang belum
melakukan pembayaran 14 — 60 hari dari tanggal jatuh tempo, bila sampai
dengan 60 hari keatas nasabah belum membayar maka team external
collection akan melakukan tugas sebagaimana mestinya, seperti akan
membawa hal ini ke ranah pengadilan, namun klaim penagihan tersebut
hanya dilakukan melalaui sosial media Whatsapp juga telfon seluler.

Sejauh ini belum ada yang mendatangi rumah nasabah yang berada di luar



jabodetabek, sampai nasabah mau membayar, pihak pinjamyuk akan terus
menyebar data nasabah melalui Whatsaap.''

Masalahanya dengan menyebar data nasabah terus menerus dapat
mengakibatkan gangguan psikologis pada nasabah, karena dikhawatirkan
data pribadi yang disebarkan dapat diakses bahkan digunakan dengan
tidak semestinya.

Dengan adanya fenomena saat ini penulis tertarik untuk meneliti
praktik hutang piutang yang ada di aplikasi pinjamyuk, yang akan diulas
lebih lanjut pada skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG SECARA ONLINE DI

WWW.PINJAMYUK.CO.ID.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa masalah
dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat terindentifikasi
sebagai berikut:
a. Pengertian dan konsep gard dalam hukum Islam
b. Transaksi akad gard
c. Akibat hukum dalam akad gard
d. Klaim ketika nasabah tidak membayar dalam proses akad gard

e. Pengertian pinjaman online

YPerta Udayani, Wawancara, Siwalankerto Surabaya, 16 Maret 2019.
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f. Proses pinjaman on/ine dalam aplikasi pinjamyuk

g. Denda yang ditetapkan oleh aplikasi on/ine pinjamyuk

h. Proses analisis pinjaman

i. Batas waktu pengembalian dan konsekuensi bagi peminjam jika
melewati batas yang sudah ditentukan

j.  Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan sistem aplikasi
pinjaman online.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada maka penelitian ini

akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

a. Pengertian dan konsep akad gard

b. Praktik hutang piutang on/ine di aplikasi pinjamyuk

c. Analisis hukum Islam terhadap praktik hutang piutang secara

online di www.PinjamY uk.co.id

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka inti
dari permasalahan tersebut yaitu:
1. Bagaimana  praktik  hutang  piutang secara  online di
www.pinjamyuk.co.id ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hutang piutang secara
online di www.pinjamyuk.co.id ?

D. Kajian Pustaka
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Pembahasan masalah transaksi gard telah banyak dibahas dan
ditulis dalam skripsi-skripsi terdahulu yang dijadikan sebagai gambaran
penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama.
Sehingga penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti tidak ada
duplikasi atau pengulangan untuk penelitian ini. Penelitian yang sudah
pernah dilakukan pada skripsi terdahulu adalah:

1. Maria Arfiana dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pelaksanaan gard Hasil Penangkapan Ikan Di Desa
Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” dalam penelitian
ini penulis menganalisis mengenai pembagian hasil penangkapan ikan
yang terjadi di Desa Morodemak, dalam usaha sebagai nelayan
hasilnya tidak tentu dan apabila tidak mendapatkan hasil tangkapan
sama sekali, maka Bagi nelayan yang kedudukannya sebagai pekerja
dan juragan terus menanggung hutang nelayan apabila dalam berlayar
tidak ada hasil yang dapat dibagi. Sedangkan dalam penelitian ini akad
gard yang di lakukan bukan untuk kerja sama melainkan hanya sebatas
transaksi yang lebih khusus dalam utang piutang.'?

2. Rihayati Algomaidah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan hukum
Islam terhadap akad pembiayaan gard dengan sistem kelompok di
Balai Usaha Mandiri Terpadu (Bmt) "Kube Sejahtera” Desa Tropodo

Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.” Dalam penelitian ini penulis

Maria Arfiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan qardh Hasil Penangkapan Ikan
Di

Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” (Skripsi--IAIN Wali Songo Semarang,
2008).
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menganalisis berkenaan tentang gambaran akad gard dengan sistem
kelompok yang terjadi di BMT Kube Sejahtera Desa Tropodo
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk kegiatan usaha produktif
anggota dimana calon debitur yang mengajukan pembiayaan, harus
membentuk kelompok yang terdiri dari 6 sampai 8 orang setiap
kelompoknya."” Sedangkan dalam penelitian ini peminjam lebih ke
perorangan atau individu dan di haruskkan mempunyai pekerjaan tetap
dengan penghsilan minimal Rp.2.000.000.

3. Abdussakur dalam skripsinya yang berjudul “Tradisi A/-Qard Dengan
Jaminan Pemanfaatan Tanah Prespektif Ekonomi Syariah di Desa
Semalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura”.
Dalam penelitian ini terdapat tradisi hutang piutang dengan jaminan
pemanfaatan tanah yang merugikan masyarakat, dan tradisi ini
bertolak belakang dengan konsep syariah, hutang piutang atau gard
dan pengambilan manfaat pada tanah tersebut.'* Perbedaan dengan
penelitian yang kami bahas terletak pada jaminan yang digunakan
dalam pinjaman online tidak ada jaminan yang harus diserahkan
kepada pihak aplikasi akan tetapi ada syarat dalam mengajukan
pinjaman di aplikasi online tersebut.

E. Tujuan Penelitian

PRihayati Alqomaidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan qard Dengan
Sistem Kelompok Di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) “Kube Sejahtera” Desa Tropodo
Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).
"“Abdussakur, “Tradisi Al-Qardh Dengan Jaminan Pemanfaatan Tanah Prespektif Ekonomi
Syariah di Desa Semalang, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan, Madura” (Skripsi--IAIN
Sunan Ampel Surabaya, 2018).
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Bertitik tolak pada masalah yang sudah dijelaskan dalam rumusan
masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :
1. Untuk mengetahui sistem atau praktik hutang piutang yang dilakukan
secara online dengan menggunakan aplikasi.
2. Untuk menjelaskan hasil analisis hukum Islam terhadap transaksi akad

gard yang di lakukan dalam aplikasi on/ine.

F. Kegunaan Penelitian
Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai
tambah bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dibagi menjadi

dua, yaitu:

1. Secara teoritis, untuk menambah dan memperluas wawasan dan
pengetahuan tentang hukum Islam terhadap praktik peminjaman secara
online dengan aplikasi.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan
memberi kontribusi pedoman terhadap pemberi dan penerima pinjaman
yang dilakukan secara online, khususnya untuk peneliti dalam
melaksanakan transaksi yang tidak melanggar syariat Islam, untuk
kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

G. Definisi Operasional
Supaya lebih mudah dalam memahami skripsi penulis yang

berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang secara
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Online di www.Pinjamyuk.co.id", maka penulis akan menjelaskan istilah

operasional sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian
skripsi ini yang meliputi al-Qur’an dan Hadis serta pendapat fuqaha’
tentang akad Qard, Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang
Al-Qard dan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis IT Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Hutang Piutang online : Transaksi yang dalam hal ini adalah hutang

piutang yang dilakukan melalui sosial media atau aplikasi.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan diskriptif, karena dalam penelitian kualitatif
peneliti menggunakan /nstrument mengumpulkan data atau mengukur
status variable yang diteliti, sedangkan dalam penelitian kualitatif,
peneliti menjadi 7nstrument. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif
instrumennya adalah orang. Untuk dapat menjadi instrument maka
peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga
mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi obyek

yang diteliti menjadi jelas dan bermakna."

Sugiyono, Memahami Penilitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.


http://www.pinjamyuk.co.id/

15

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas,

maka data yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a.

b.

Data tentang praktik hutang piutang di www.PinjamYuk.co.id .

Data dari aplikasi pinjamyuk.

. Data tentang ketentuan apabila terjadi wanprestasi atau batas

waktu pembayaran pinjaman berakhir.

. Data tentang nasabah terhadap mekanisme pinjaman di aplikasi

online (www.Pinjamyuk.co.id).

1. Sumber data.

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data

sebagai berikut:

a.

Sumber Primer, Data yang diperoleh secara langsung dari
masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan
alat lainnya.'® Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang
pengambilannya diperoleh dari aplikasi yang dijadikan penelitian,
meliputi data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara
dengan nasabah yang sudah bekerja, nasabah yang belum
mempunyai pekerjaan dan pemberi pinjaman, dalam hal ini adalah

admin aplikasi pinjaman on/ine (www.pinjamyuk.co.id).

"“Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

87.
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b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari

bahan kepustakaan.'” Dalam penelitian ini, merupakan data yang

bersumber dari buku-buku dan bisa didapatkan melalui informasi

dari orang lain atau dokumen. Adapun data yang dimiliki peneliti

meliputi:

1) Aplikasi pinjam online (www.Pinjamyuk.co.id).

2) Darsono. Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di
Indonesia.

3) Helmi Karim. Figh Muamalah.

4) Mardani. Figih Ekonomi Syariah Figih Muamalah.

5) Rachmat Syafei. Figih Muamalah.

6) Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang A/-Qard

7) Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 Tentang Layanan
Pembiayaan Berbasis IT Berdasarkan Prinsip Syariah

8) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Subyek penelitian.

Subyek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh

peneliti, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran

penelitian.'® Penentuan subyek penelitian berdasarkan atas kebutuhan

penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan

"Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam...,88.
""Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,

2010), 188.
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peneliti. Salah satu informan yang penting pertama, yaitu penerima
pinjaman uang yaitu nasabah pinjamyuk. Yang kedua yaitu pemberi
pinjaman uang dalam hal ini yang di maksud adalah aplikasi on/ine
khususnya aplikasi www.pinjamyuk.co.id.

. Teknik pengumpulan data.

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini, akan tetapi penliti akan lebih fokus terhadap dua teknik

pengumupulan data, antara lain :

Interview (wawancara), metode wawancara atau inferview yaitu
metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan
berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek
penelitian."”” Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan
tanya jawab yang pertama kepada peminjam uang di aplikasi
online agar lebih mengetahui mekanisme yang dilakukan dalam
pinjaman online, yang kedua kepada pemberi pinjaman dalam hal
ini yaitu admin dari aplikasi pinjamyuk.

Studi dokumentasi dalam teknik dokumentasi, peneliti mencari
data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

lengger, agenda, dan sebagainya.”® Dari hasil pengumpulan

PLexy J.Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif Cet I, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2000), 135.

OSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian...,274.
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dokumentasi yang telah diperoleh peneliti dapat memperoleh
informasi tentang transaksi akad gard dalam aplkasi onl/ine.
4. Teknik analisis data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian
dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dilakukan terhadap data yang
berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan
dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu
kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru
ataupun angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.”' Penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang
telah ditentukan.

a. Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan, mencatat,
analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang
ini terjadi atau ada.”* Metode ini digunakan untuk mengetahui
gambaran tentang transaksi akad gard dalam hutang piutang
online www.pinjamyuk.co.id.

b. Pola Pikir Deduktif, dalam penelitian ini penulis menggunakan
pola pikir deduktif yaitu dimulai dengan menggunakan teori-teori

atau dalil-dalil terhadap transaksi akad gard kemudian ditemukan

*'Joko Subagyo, Metode Penelitian...,80.
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 26.
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pemahaman secara umum menurut perspektif hukum Islam untuk

selanjutnya dapat diambil kesimpulan bersifat khusus.”

I. Sistematika Pembahasan

Agar tersusun dengan sistematis maka penulis membagi dalam
lima bab, dan dalam tiap-tiap bab masing-masing diuraikan aspek-aspek
yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu analisis hukum Islam
terhadap hutang piutang secara online di www.pinjamyuk.co.id. Adapun
susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yang berisi pengertian atau konsepsi akad gard, dasar
hukum akad gard, rukun dan syarat akad gard, prosedur akad gard, akibat
hukum akad gard, akad gard dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-
MUI/IV/2001 Tentang A/-Qard dan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-
MUI/IX/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis IT Berdasarkan
Prinsip Syariah.

Bab ketiga adalah penyajian data, berisi mengenai data umum
seperti hasil penelitian tentang deskripsi tentang profil lembaga

pinjamyuk, kepengurusan yang ada di lembaga pinjamyuk, produk-produk

M. Toha Anggoro, Metode Penelitian, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 6.
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yang ada di aplikasi pinjamyuk, prosedur hutang piutang di aplikasi
pinjamyuk, akibat hukum atau hak dan kewajiban peminjam di aplikasi
pinjamyuk, klaim atau eksekusi apabila terjadi wanprestasi di aplikasi
pinjamyuk.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap praktik hutang
piutang secara onl/ine di www.Pinjamyuk.co.id.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran terhadap transaksi gard

yang dilakukan secara onl/ine di aplikasi www.Pinjamyuk.co.id.
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BABII

TINJAUAN UMUM TENTANG AL-QARD DAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL NO.117/DSN-MUI/IX/2018

A. KONSEP HUTANG PIUTANG (QARD) DALAM ISLAM
1. Pengertian A/-Qard

Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah a/-gard, secara
etimologis gard merupakan bentuk masdar dari garada al-shay’ — yaqridu,
yang berarti dia memutuskannya. Qard adalah bentuk masdar yang berarti
memutuskan. Dikatakan, qaradu al-shay’a bil migrad, atau memutus
sesuatu dengan gunting. A/-Qard adalah sesuatu yang diberikan oleh
pemilik untuk dibayar." Adapun secara istilah gard adalah pemberian harta
kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain
meminjam dengan tanpa mengharap imbalan.’

Menurut Imam Hanafi a/-gard adalah pemberian harta oleh
seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus
mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu
mengembalikan harta yang sama semestinya.’

Imam Malik mengatakan bahwa a/-gard merupakan pinjaman atas

benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan

' Mardani, Figh Ekonomi Syariah Figh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group,2012), 333.
? Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), 206.
’ Abdul Mudjieb, Kamus Istilah Figih, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994), 72.
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merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan

seperti bentuk yang dipinjamkan.?’

Menurut Imam Hambali a/-gard adalah pinjaman yang berarti baik
yang bersumber kepada A/-Quran bahwa barang siapa yang memberikan
pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipat
gandakan kebaikan kepadanya.*®

Menurut Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
7/46/PBl/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi
Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,
qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak
peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan
dalam jangka waktu tertentu.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa a/-gard adalah pinjaman
atau hutang yang diberikan kepada orang lain untuk dikembalikan lagi
kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut
merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang,
dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam
Perbankan Syariah akad gard termasuk dalam akad 7abarru’ (akad non
profit) yaitu akad tolong menolong, sehingga akad gard merupakan suatu

akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah (mugtarid) dengan

" Muslichuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 08.
28 110

Ibid.
% Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBl/2005 T entang Akad Penghimpunan dan
Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,
(Jakarta: Bank Indonesia, 2005)
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ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya
kepada Lembaga Keuangan Syariah (mugrid) pada waktu yang telah
disepakati antara nasabah dengan LKS.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (Qard)

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku dan tutur kata tidak
dapat lepas dari ketentuan hukum shari’at, baik hukum shari’at yang
tercantum dalam A/-Quran, As-Sunnah dan ljma’:

a. Dasar hukum gard yang tercantum dalam A/-Quran yaitu:
1) Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245
O | FR S PN AR AT 1 [ PR
(v o) Oty bryg
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan

Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa barangsiapa yang memberikan
bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan
Allah swt, maka Allah swt akan melipat gandakan pinjaman tersebut
berupa rizki yang melimpah.

2) Firman Allah dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 280

204 © 28

Osilaifus o) AN a1 80las Ol e ) spkia 57043 OOl
(YA )

% Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Qordoba Internasional
Indonesia, 2012), 39.
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Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh
sampai ia berkelapangan.’'

b. Dasar hukum gard yang bersumber dari Hadis Nabi saw yaitu:

il pioS e e O a G o e S Ll e g
(e sl 2l 035 3 A 36 03 5 05

.

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan
melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong
hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim)*

(Sl ol £Uad (L 15e of

Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam
pembayaran utangnya (HR. Bukhari)®

c. Dasar hukum gard yang berasal dari [jma’ adalah bahwa semua kaum

muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.**

Selain dasar hukum yang diperoleh dari al-Quran, Sunnah dan ijma’
ulama, gard juga telah diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.

19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa:
Pertama: Ketentuan Umum A/-Qard

1. Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang

memerlukan.

2. Nasabah gard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima

pada waktu yang telah disepakati bersama.

! Al-Qur’an In Word, A/-Bagarah, 280.
*> Mardani, Hukum Perikatan Syariah...,207.
33 B
Ibid.
* Mardani, Figh Ekonomi Syariah...,335.
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3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat

meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

4. Nasabah gard dapat memebrikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah

memastikan ketidakmampuannya. LKS dapat:

a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan
sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena
ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada

nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang di
maksud butir 1 dapat berubah dan tidak terbatas pada penjualan

barang jaminan.

3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus

memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber dana gard dapat bersumber dari:
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1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan

3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran

infaqnya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah

dan disempurnakan sebagaimana mestinya.>

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (Qard)

Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus
dipenuhi dalam transaksi gard. Jika salah satu rukun dan syaratnya tidak
terpenuhi maka akad gard ini menjadi tidak sah. Rukun gard menurut
ulama Hanafiyah adalah 7jab dan gabul Sementara menurut jumhur ulama

rukun gard ada tiga, yaitu :*°

* Dewan Pengawas Nasional, Farwa Dewan Pengawas Nasional No. 19/DSN-MUIIV/2001
tentang Al-Qard, (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2001)
% Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 239.
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a. Dua orang yang berakad terdiri dari mugrid (yang memberikan hutang)
dan mugtarid (orang yang berhutang)

b. Qard (barang yang dipinjamkan)

c. Sighat ijab dan gabul.

Adapun yang menjadi syarat gard adalah sebagai berikut:®’

a. Dua pihak yang berakad, yaitu orang yang berutang (mugqtarid) dan

orang yang memberikan pinjaman (mugrid), disyaratkan:

1) Balig, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan Aajru. Artinya,

cakap dalam melakukan tindakan hukum,;

2) Mugrid adalah orang yang mempunyai kewenangan (ahli az-tabarru’)
dan kekuasaan untuk melakukan akad zabarru’. Artinya, harta yang
diutangkan tersebut adalah miliknya sendiri, tidak bisa barang milik
orang lain atau barang yang telah dipinjam dari orang lain. Menurut
ulama Syafi’iyah, kecakapan dan kepantasan pada akad gard harus

dengan kerelaan, bukan dengan paksaan.

b. Harta yang diutangkan (mugrad) disyaratkan:

1) Harta yang diutangkan merupakan harta mitsil, yaitu harta yang

dapat ditakar (makilat), harta yang dapat ditimbang (ma’uzunat),

* Ibid.
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harta yang dapat diukur (zari’af), dan harta yang dapat dihitung

(‘addiyat). Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

2) Setiap harta yang dapat digunakan untuk jual beli salam, baik itu
jenis harta makilat, maupun ‘addiyat. Ini merupakan pendapat ulama
Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Atas dasar pendapat tersebut
maka tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Hal ini merupakan

pendapat jumhur Fuqgaha.

3) Al-Qabd atau penyerahan. Akad utang piutang tidak bisa dikatakan
sempurna, kecuali disertai dengan adanya serah terima karena di
dalam akad gard ada unsur zabarru’. Begitu juga dengan akad tabarru’
tidak bisa dikatakan sempurna, kecuali disertai dengan serah terima

(al-gabd). Hal ini sesuai dengan kaidah figh yang berbunyi:

RN e o Y

Tidak sempurna akad tabarru’ (akad yang tidak diperuntukkan untuk
mencari keuntungan), kecuali setelah diserahkan.™

4) Hutang piutang tersebut tidak memberikan keuntungan bagi mugqrid

(yang mengutangkan).

5) Utang tersebut menjadi tanggung jawab mugtarid. Artinya orang
yang berhutang harus mengembalikan utangnya dengan harga atau

nilai yang sama.

%8 Ibid.,240.
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6) Barang tersebut bernilai harta dan boleh diambil manfaatnya dalam

islam (mal mutagawwim).

7) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadar dan

sifatnya.

8) Pinjaman tersebut boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas

waktu.

. Sigat ijab gabul

Akad gard dinyatakan sah dengan adanya 7jab dan gabul berupa
lafadz gard atau yang sama pengertiannya, seperti: “aku memberimu
uang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula kabul akan sah dengan
semua Jafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau

“aku menerima”, atau “aku ridho”, dan sebagainnya.’’

Akad gard bertujuan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan
untuk mencari keuntungan, akad gard dinyatakan sah dengan adanya
pemberi hutang dan penerima hutang dengan syarat-syarat yang telah
ditentukan, salah satunya yaitu ahli ar-fabarru’ yaitu seorang yang
memiliki kebebasan mengelola harta secara non-komersial, maka
seseorang yang tidak memiliki kriteria ahli a¢-tabarru’ tidak sah
melakukan akad gard dengan menggunakan harta orang-orang yang
berada di bawah otoritasnya, kecuali pada keadaan darurat. Selanjutnya,

adanya barang yang dapat dihutangkan, dan adanya 7jab dan qabul

* Ibid.
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Dalam pelaksanaannya, kedua belah pihak yang berhutang dan yang
berpiutang harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah diuraikan

diatas.

4. Prosedur Akad Qard
Prosedur pada akad gard dalam hal ini berkaitan dengan akad gard
dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), uvang yang telah dititipkan
nasabah kepada bank atau Lembaga Keuangan Syariah biasanya
menggunakan akad wadiah dapat berubah menjadi akad gard Hal
tersebut  dapat terjadi  apabila pihak bank memanfaatkan
(menginvestasikan) dana tersebut untuk digunakan sebagai bisnis untuk
dikembangkan, namun jika pihak bank mematok keuntungan dengan
bunga tertentu, hal tersebut tidak dibenarkan dalam shari at.
Adapun prosedur yang terdapat pada akad gard yaitu:
a. Pihak nasabah (mugtarid) mengajukan pinjaman kepada Lembaga
Keuangan Syariah (mugrid) drngan menggunakan akad gard,
b. Pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola
oleh nasababh;
c. Nasabah (mugtarid) menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha;
d. Setelah mendapatkan keuntungan dari usaha, nasabah mengembalikan

modal usaha yang dipinjamnya;
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e. Keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah 100% untuk nasabah

sendiri.*’

5. Akibat Hukum Akad Qard
a. Hak dan kewajiban

Setelah akad gard terpenuhi syarat dan rukunnya, perlu
diketahui akibat hukum dari akad gard tersebut, yaitu hak memiliki
dan status akad. Menurut gaul asah, muqtarid berstatus memiliki atas
mugrad (harta), terhitung sejak penerimaan mugrad, sebagaimana
dalam akad hibbah. Sebab, sejak penerimaan tersebut, mugtarid telah
memiliki otoritas untuk mentasarufkan mugrad.*’ Akibat hukum dari
kepemilikan penerima hutang (mugtarid) atas harta (mugqrad) tersebut
adalah hak pemberi hutang (mugrid) telah berpindah dari harta
tertentu secara fisik pada penggantinnya (harta) tersebut yang berada
dalam tanggungannya mugqtarid. Karena itu dengan berlangsungnya
penerimaan mugrad, pihak mugrid tidak dapat membatalkan akad gard
tersebut dengan cara menarik harta dari mugtarid. Namun menurut
versi lainnya, ada yang memperbolehkan selama harta tersebut masih
utuh dan tidak digunakan atau terkait dengan hak tertentu seperti
digadaikan misalnya, mugrid berhak menagih hutang dengan cara
menarik harta (mugrad), dan hak menagih tersebut tidak akan merusak
akibat kepemilikan mugqtarid atas muqgrad yang terhitung sejak

penerimaan harta tersebut.

* Imam Mustofa, Figih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 177.
*! Tim Laskar Pelangi, Metodologi Figih Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 104.
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Sedangkan menurut mugabil asah, mugtarid baru berstatus
memiliki mugrad terhitung sejak ia mentasarufkan mugrad yang bisa
menghilangkan dari kepemilikannya, seperti menjual, menghibahkan,
mewagqafkan, atau tasaruf lainnya. Sebab, di samping dengan tasaruf
demikian telah membuktikan adanya kepemilikan, sebelum mugrad
ditasarufkan, baik mugrid atau mugqtarid, masih berhak membatalkan
akad gard®™ Maksudnya, sebelum orang yang berhutang tersebut
membelanjakan mugrad yang dapat menyebabkan hilangnya
kepemilikan darinya, akad gard tersebut masih berstatus ja’iz dari
kedua belah pihak, sehingga akad tersebut dapat dibatalkan oleh
mugqrid dengan cara menarik harta atau dapat dibatalkan oleh mugtarid
dengan cara mengembalikan harta. Sedangkan untuk akibat hukum
antara gaul asah dan muqabil nya, akan tampak dalam kasus mugrad
berupa barang yang membutuhkan perawatan (nafkah) dan dapat
menghasilkan produktivitas atau manfaat jika dikelola. Namun
terdapat perbedaan pada keduanya (gau/ asah dan muqabil asah),
bahwa menurut gaul asah terhadap barang yang membutuhkan nafkah
dan menghasilkan produktivitas atau manfaat, biaya nafkah atas
barang tersebut menjadi tanggung jawab mugtarid, sedangkan menurut
muqabil asah nafkah dan hasil produktivitas harta menjadi
tanggungjawab dan hak milik mugrid, sebab dalam masa-masa itu

status harta tersebut masih sepenuhnya milik mugrid.

* Ibid.
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Jadi kesimpulannya, ada beberapa hak dan kewajiban yang
harus dipenuhi mugrid dan mugtarid, antara lain:
1) Mugtarid
Terhitung sejak penerimaan mugrad, mugtarid memiliki
otoritas mentasarufkan atau menggunakan mugrad, mugqtarid juga
berhak menjaga mugrad secara fisik dan mengembalikan mugrad
kepada mugqrid secara utuh sesuai waktu yang telah disepakati.
2) Mugrid
Hak dan tanggungjawab mugrid adalah memberikan mugrad
kepada mugtarid sesuai dengan kesepakatan, mugrid juga berhak
menagih hutang dengan cara menarik mugrad secara utuh sesuai
akad. Dalam hal lain, yaitu barang yang membutuhkan nafkah dan
menghasilkan produktivitas menjadi tanggungjawab dan hak milik
mugrid, karena pada masa-masa itu status mugrad masih
sepenuhnya milik mugrid.
b. Hutang bersyarat
Secara umum klausul atau syarat dalam akad gard ada tiga,
yaitu syarat fasid yang mufsid, syarat fasid yang tidak mufsid, dan
syarat sahip.®
1) Syarat fasid yang mufsid
Klausul yang telah disyaratkan dalam akad gard, namun hanya

memberikan keuntungan terhadap satu pihak yaitu mugrid saja.

* Ibid,.105.
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Contohnya seperti ketika memberikan hutang kepada mugtarid
dengan syarat mengembalikan dengan jumlah lebih. Klausul seperti
itu dapat membatalkan akad, sebab termasuk riba dalam gard.

Akad gard yang menguntungkan sepihak ini hukumnya akan
menjadi batal apabila klausul disyaratkan dalam transaksi, namun
jika klausul tersebut tidak disyaratkan dalam transaksi akan
menjadi sah.

Dosa dari melakukan praktik riba gard/i ini, menurut satu versi
hanya ditanggung oleh pihak mugqrid. Sedangkan menurut versi
lain, ditanggung oleh kedua belah pihak (mugrid dan mugtarid).**
Syarat fasidtidak mufsid

Yaitu klausul yang telah disyaratkan dalam akad gard yang
memberikan keuntungan sepihak saja, yaitu kepada mugqtarid atau
kedua belah pihak namun pihak mugqtarid mendapatkan keuntungan
lebih besar. Contohnya seperti memberikan pinjaman Rp 100.000
dengan syarat mengembalikan Rp 60.000, atau memberikan
pinjaman dengan jangka waktu yang sangat lama, satu tahun
misalnya.

Menurut gaul asah, klausul kedua ini termasuk syarat yang
tidak dihiraukan, sehingga tidak membatalkan akad gard* Karena
klausul kedua ini bukan termasuk praktik pemanfaatan untuk

mencari keuntungan tersendiri, melainkan memberikan keuntungan

* Ibid.,107.
* Ibid.
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lebih kepada mugtarid, hal ini sesuai dengan prinsip akad gardyaitu
tolong menolong. Namun ada versi lain yang mengatakan bahwa
klausul kedua ini termasuk syarat yang dapat membatalkan akad
gard sebab dianggap menyalahi sistem, karena akad gard ini
mempunyai sistem mengembalikan pinjaman atau penggantinya
secara sama, tidak kurang dan tidak lebih.
3) Syarat sahih
Syarat sahih disini yaitu klausul-klausul yang disyaratkan
dalam akad gard hanya sebagai jaminan. Contohnya seperti syarat
transaksi gadai, syarat adanya pennggung jawab, dan lain
sebagainya. Karena klausul-klausul tersebut hanya sebagai jaminan
maka masih sejalan dengan konsekuensi akad gard.
Sistem pembayaran
Sistem pembayaran hutang yang harus dilakukan mugqgtarid
adalah mengganti padanan mugrad apabila mugrad berupa barang yang
memiliki padanan (misfi).*® Yang di maksud disini yaitu mugtarid wajib
mengganti atau membayar pinjaman yang telah dipinjamnya dengan
nilai atau nominal yang sepadan tanpa ada kelebihan atau kekurangan

apapun.

B. Fatwa DSN Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan

Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari’ah

* Ibid.,110.
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1. Penerbitan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.*’

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 117/DSN-MUI/I1/2018

Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan

Prinsip Syari’ah merupakan fatwa hasil Rapat Pleno Dewan Syariah

Nasional pada hari kamis, 06 Jumadil Akhir 1438 H/22 Februari 2018 M

yang ditandatangani oleh Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin dan Dr. H. Anwar

Abbas, MM, M.Ag.

2. Alasan diterbitkannya Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/11/2018.*

a. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk pelaku usaha
skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya untuk
memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien yang saat
ini semakin berkembang di Indonesia.

b. Masyarakat Indonesia saat ini memerlukan penjelasan mengenai
ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

c. Maka dari itu, berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, DSN-MUI
memandang bahwa hal ini perlu ditetapkannya fatwa tentang layanan
pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah
untuk dijadikan pedoman.

3. Dasar hukum penerbitan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/11/2018.*

* Dewan Pengawas Nasional, Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018
tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta:
Dewan Pengawas Nasional, 2018)
48 .

Ibid.
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a. Firman Allah SWT, salah satunya antara lain:

0 A0 -

LS KG “’J}\L;sdav_*mmsﬂdmu:]
Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai
waktu tertentu, buatlah secara tertulis... (Qs. Al-Baqgarah 2:282)

. Hadis Nabi saw riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi saw

bersabda:

[

it V5 e e G aed 95 i SE §) A0 Cal aE Y
G ke 12 N et e i e 95 e S Yy ol G

S
Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan
janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual
perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan
sebagian atas sebagian yang lain; dang janganlah menjual emas dan perak
tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.

c. Kaidah Figh

Loy LAE X )

z

Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin.

4. Isi dari Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/11/2018.>°

a. Ketentuan Umum

Mengenai ketentuan umum, layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yaitu penyelenggaraan
layanan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang
mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan
dalam rangka untuk melaksanakan akad pembiayaan melalui sistem

elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sistem elektronik

* Ibid.
*% Ibid.
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sendiri yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
mempunyai  fungsi mempersiapkan, mngumpulkan, mengolah,
menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan dan
mengirimkan dalam bidang layanan jasa keuangan. Selanjutnya
teknologi informasi yaitu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, dan sebagainnya.

Dalam fatwa ini dibahas juga mengenai apa itu penyelenggara,
pengguna, pemberi pembiayaan, penerima pembiayaan. Selanjutnya
mengenai dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dan dikirimkan dalam bentuk analog. Biasanya hal
tersebut dapat dilihat melalui tulisan, suara, gambar dan sebagainya
yang dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminnya. Begitu
juga dengan sertifikat elektronik, tanda tangan elektronik.

Mengenai akad yang terdapat pada ketentuan umum yang
digunakan dalam Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang
layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan
prinsip syariah yaitu akad jual beli, akad ijarah, akad musyarakah, akad
mudharabah, akad gard, akad wakalah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
Sedangkan unsur-unsur yang dilarang dalam pelaksanaan akad
pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah

diantara lain yaitu riba, gharar, maysir, tadlis, dharar dan akad baku.

. Ketentuan Hukum

1) Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan
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dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah, yang artinya DSN-
MUI telah menyepakati diperbolehkannya layanan pembiayaan
berbasis teknologi informasi dengan syarat harus sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.

2) Pelaksanaa layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti segala ketentuan yang
terdapat dalam Fatwa ini.

Subyek Hukum

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi yaitu penyelenggara, penerima pembiayaan dan

pemberi pembiayaan, dengan syarat yang telah ditetapkan.

. Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi
Adapun ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan
berbasis teknologi informasi yang telah ditetapkan dalam fatwa ini,
bahwa para pihak diwajibkan untuk mematuhi pedoman umum yang
telah ditetapkan, yaitu:
1) Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi
tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu terhindar
dari segala jenis riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan

haram;
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5)

6)
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Akad baku yang dibuat oleh penyelenggara wajib memenuhi prinsip
keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan
peraturan perundang-undangan yang telah berlaku;

Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan
layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa
akad-akad yang sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan,
antara lain seperti, akad jual beli, ijarah, mudharabah, musyarakah,
wakalah b7 al-ujrah, dan gard,

Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik
yang dilaksanakan oleh penyelenggara wajib dilaksanakan dengan
syarat terjaminnya validitas dan autentikasinya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah) berdasarkan prinsip
ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan
pembiayaan berbasis teknologi informasi;

Jika informasi pembiayaan yang ditawarkan melalui media
elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda
dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak

untuk tidak melanjutkan transaksi.

Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Model dan mekanisme akad Layanan Pembiayaan Berbasis

Teknologi Informasi yang sesuai dengan prinsip syariah, adapun yang

dapat dilakukan oleh penyelenggara antara lain yaitu:
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Pembiayaan anjak piutang, yaitu model pembiayaan dalam bentuk
jasa penagihan utang yang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai
talangan (gard) yang telah diberikan kepada pelaku usaha yang
memiliki tagihan kepada pihak ketiga.

Pembiayaan pengadaan barang pesanan (purchase order) pihak
ketiga, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang
memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang
dari pihak ketiga.

Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan
online (seller online), yaitu pembiayaan untuk pelaku usaha yang
melakukan transaksi jual beli secara online pada penyedia layanan
perdagangan  berbasis  teknologi informasi (platform e-
commerce/marketplace) dan telah menjalin kerjasama dengan
penyelenggara.

Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan
secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment
gateway, yaitu pembiayaan untuk pelaku usaha yang berjualan
secara online melalui saluran distribusi yang telah dikelola sendiri
dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi
pembayaran secara online (payment gateway) dan bekerjasama

dengan pihak penyelenggara.
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5) Pembiayaan untuk pegawai (employee), yaitu pembiayaan untuk
pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema
kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

6) Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu
pembiayaan untuk anggota komunitas yang membutuhkan
pembiayaan dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui
pengurus komunitas.

Ketentuan terkait mekanisme akad

1) Pembiayaan anjak piutang (factoring)

a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum hutang
piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan oleh calon
penerima pembiayaan dari pihak ketiga.

b. Calon penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan yang
dimiliki dan mengajukan jasa atau pembiayaan kepada
penyelenggara.

c. Penyelenggara menawarkan untuk memberikan jasa penagihan
piutang berdasarkan bukti tagihan, baik disertai atau tanpa
disertai talangan (gard).

d. Calon pemberi jasa menyetujui penawaran sebagaimana huruf c
menggunakan akad wakalah bi al-ujrah antara pemberi
pembiayaan dengan penyelenggara pemberi pembiayaan sebagai

muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil.
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. Penyelenggara melakukan transaksi menggunakan akad wakalah

bi al-yjrah dengan penerima pembiayaan untuk penagihan
hutang, penyelenggara sebagai wakil dan penerima pembiayaan
sebagai muwakkil.

Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat
memberikan talangan dana dengan memakai akad gard kepada

penerima pembiayaan.

. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga

(payor) atas piutang penerima pembiayaan.

. Penerima pembiayaan membayar ujrah kepada penyelenggara.

. Penerima pembiayaan membayar hutang gard (jika ada) kepada

penyelenggara sebagai wakil.
Penyelenggara wajib menyerahkan wjrah dan gard (jika ada)

kepada pemberi pembiayaan.

Pembiayaan pengadaan barang pesanan (Purchase Order) pihak

ketiga

a.

Adanya akad yang menimbulkan hubungan purchase order dan
dibuktikan dengan adanya kontrak pengadaan barang antara

calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga.

. Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan pengadaan

barang kepada penyelenggara.
Atas dasar pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh si

penerima pembiayaan, penyelenggara melakukan penawaran
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kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan
barang.

d. Setelah disetujui, dilakukanlah akad wakalah bi al-ujrah antara
penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan
akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan, pemberi sebagai
muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.

e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima
pembiayaan berdasarkan akad jual beli, musyarakah, atau
mudarabah.

f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbalan hasil
(margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbalan hasil
(margin atau bagi hasil) kepada pemberi pembiayaan.

Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan

secara online (seller online)

a. Penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi
(Platform  e-commerce/marketplace)  dan  penyelenggara
melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku
usaha yang berjualan secara online (seller online) sebagai calon
penerima pembiayaan.

b. Calon penerima mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara

untuk pengadaan barang.
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. Atas dasar pengajuan si penerima, penyelenggara melakukan

penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai

pengadaan barang.

. Setelah disetujui, dilakukan menggunakan akad wakalah bi al-

yjrah antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk
melakukan akad pembiayaan dengan penerima, pemberi sebagai

muwakkil dan penyelenggara sebagai waki.

. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima

pembiayaan berdasarkan akad jual beli, musyarakah, atau

mudarabah.

. Penerima membayar pokok dan imbalan hasil sesuai dengan

kesepakatan dalam akad.

. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbalan hasil

kepada pemberi pembiayaan.

Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan
secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment
gateway

a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment

gateway) dan penyelenggara melakukan kerjasa pemberian
pembiayaan kepada para pedagang online yang bekerjasama

dengan penyedia jasa.

b. Pedagang online atau calon penerima pembiayaan mengajukan

pembiayaan kepada penyelenggara untuk pengadaan barang.
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. Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi

pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.

. Setelah disetujui, dilakukan akad wakalah bil al-ujrah antara

penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan
akad pembiayaan dengan penerima pembiayaan, pemberi sebagai
muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.

Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan
memberikan pembiayaan kepada penerima pembiayaan dengan
menggunakan akad jual beli, musyarakah, atau mudarabah.
Penerima membayar pokok dan imbalan hasil melalui
perusahaan penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online

yang bekerjasama dengan penyelenggara.

. Penyelenggara wajib menyerahka pokok dan imbalan hasil

kepada pemberi pembiayaan.

Pembiayaan untuk pegawai (employee)

a.

Adanya pegawai atau calon penerima pembiayaan yang
mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama
dengan penyelenggara.

Calon penerima yang memiliki kebutuhan konsumtif,
mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara.

Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan
untuk mmbiayai kebutuhan konsumtif calon penerima

pembiayaan.



6)

47

. Setelah disetujui, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara

pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk melakukan
pembiayaan dengan penerima pembiayaan, pemberi sebagai
muwakkil, dan penyelenggara sebagai wakil.

Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan
melakukan akad jual beli atau ijarah dengam penerima sesuai
kesepakatan.

Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbalan hasil
kepada penyelenggara dengan cara pemotongan gaji (auto
debet).

Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbalan hasil

kepada pemberi pembiayaan.

Pembiayaan berbasis komunitas (community based)

a.

Adanya pelaku usaha atau calon penerima pembiayaan yang
tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama
dengan penyelenggara.

Calon penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal
usaha, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara.
Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan
untuk membiayai kebutuhan modal calon penerima pembiayaan.
Setelah disetujui, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara

pemberi pembiayaan dengan penyelenggara untuk memberikan
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pembiayaan kepada penerima pembiayaan, pemberi sebagai
muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil.

e. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan
melakukan akad dengan penerima pembiayaan baik akad jual
beli, ijarah, musyarakah, mudarabah, atau akad-akad lain yang
sesuai dengan prinsip syariah.

f. Penerima membayar pokok dan imbalan hasil (margin, ujrah,
atau bagi hasil) kepada penyelenggara melalui komunitas usaha
tertentu yang bekerjasama dengan penyelenggara.

g. Pemyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbalan hasil
kepada pemberi pembiayaan.

g. Penyelesaian Perselisihan
Mengenai penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak dapat
dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat
tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga
penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.’’

*! Ibid.



BAB III

PRAKTIK HUTANG PIUTANG SECARA ONLINE DI
WWW.PINJAMYUK.CO.ID

A. Gambaran umum tentang Aplikasi PinjamYuk
1. Profil Aplikasi PinjamYuk

PT Kuai Kuai Tech adalah perusahaan baru yang telah
berkembang pesat di ranah per finfech an Indonesia, merupakan
perusahaan penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online
dengan bantuan teknologi informasi. PT Kuai Kuai Tech memiliki
tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan pinjaman
tanpa jaminan. Produk yang telah dikeluarkan PT Kuai Kuai Tech yaitu

aplikasi PinjamY uk.

Aplikasi PinjamYuk merupakan start up Fintech yang bergerak
dibidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,
merupakan salah satu layanan keuangan berbasis IT atau yang biasa
disebut sebagai aplikasi pinjaman on/ine yang memberikan pinjaman
tunai cepat dan mudah kepada konsumen. Pinjaman online yang
langsung cair dan tanpa jaminan ini merupakan solusi alternatif bagi
masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya

secara tatap muka.’?

52Shela, Wawancara, Via Telephone, 24 Mei 2019.
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Aplikasi Pinjamyuk telah resmi terdaftar di OJK (otoritas jasa
keuangan) sejak tanggal 31 Juli 2018 dengan nomor surat tanda
terdaftar S-587/NB.213/2018 dan juga telah resmi terdaftar di
Kementrian Komunikasi dan Informasi dengan nomor surat

00738/DJALPSE/03/2018.%

Aplikasi PinjamYuk mulai dirilis pada tanggal 23 Januari 2018
lalu, aplikasi milik perusahaan finfech ini masih termasuk perusahaan
yang baru, namun perusahaan tersebut telah memiliki banyak apresiasi
sebagai salah satu perusahaan teknologi finansial terbesar yang ada di
Indonesia. Aplikasi PinjamYuk memiliki kantor pusat sekaligus kantor
operasional yang berada di daerah Ruko Graha Handaya Unit D, Jl.

Pejuangan, RT.1/RT.7, Kb. Jeruk No.12, Kota Jakarta Barat.>*

2. Visi dan Misi Aplikasi PinjamYuk
Setiap lembaga atau perusahaan pasti memiliki tujuan atau visi
misi, begitu juga dengan perusahaan finfech satu ini, adapun visi dan
misi yang dimiliki PinjamYuk yaitu:>
a. Visi
Visi dari PinjamYuk adalah adanya pengajuan pinjaman yang

singkat dan pencairan dana yang cepat, pinjamyuk memberi solusi

> Aplikasi PinjamYuk, “ Website Resmi PinjamYuk”, http://www.pinjamyuk.co.id/, diakses pada
24 Mei 2019

>*Shela, Wawancara, Via T. elephone, 24 Mei 2019.

>>Aplikasi PinjamYuk,  Website Resmi PinjamYuk Tentang Kami”, http://www.pinjamyuk.co.id/,
diakses pada 24 Mei 2019
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urntuk memenuhi kebutuhan finansial dan menjamin kerahasiaan
data pengguna aplikasi.
b. Misi
Misi dari PinjamYuk adalah memberikan pinjaman yang aman
dan nyaman kepada pengguna layanan pinjamyuk.

3. Struktur Organisasi Aplikasi PinjamYuk

Dalam sebuah perusahaan pasti dibutuhkan adanya struktur
organisasi untuk mengelola suatu perusahaan tersebut agar dapat
mencapai keberhasilan dan kekompakkan sumber daya manusianya.
Begitu juga dengan perusahaan berbasis fintech ini yaitu PT Kuai Kuai
Tech dengan produk andalannya yaitu PinjamYuk, yang memiliki

sebagian struktur organisasi sebagai berikut:>®

a. CEO (Chief Executive Officer)

Seseorang yang telah dipercaya untuk memimpin jajaran direksi
suatu perusahaan atau biasa disebut dengan Direktur Utama. Yang
telah dijabat oleh Ao Liu.

b. Head of Risk Management

Kepala manajemen resiko yang bertugas untuk menganalisis

ketersediaan modal dan resiko pemberian fasilitas kredit pada

nasabah. Yang telah dijabat oleh Gilang Ramadhan Sugiarto.

56Shela, Wawancara, Via Telephone, 24 Mei 2019.
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c. Credit Risk Analyst
Seseorang yang bertugas untuk menganalisis resiko kerugian
yang disebabkan oleh ketidak mampuan dari debitur atas
kewajibannya membayar hutang. Posisi ini salah satunya di sandang
oleh Romy Rahman.
d. Team Leader of Collection
Pemimpin di bagian pengelolaan piutang yang melakukan fo/low
up penagihan. Jabatan ini dimiliki oleh Aji Tirta.
e. Desk Collection
Seseorang yang bertugas mengingatkan, menginformasikan,
menagih kepada nasabah yang akan atau telah jatuh rempo
menggunakan media telepon. Posisi ini salah satunya disandang oleh
Ryan M.
f. Debt Collector
Merupakan orang atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh lembaga
keuangan untuk menyelesaikan masalah kredit nasabah berupa
tunggakan kredit tersebut. Posisi ini salah satunya disandang oleh
Alexander Sudewo.
4. Produk dan Kegunaan Aplikasi PinjamYuk
Produk yang telah disajikan oleh PT. Kuai Kuai Tech di aplikasi

pinjamyuk ada dua yaitu:>’

57Shela, Wawancara, Via Telephone, 24 Mei 2019.
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a. Pinjaman Tunai
Pinjaman tunai atau kredit tanpa agunan (jaminan) dengan
jangka waktu 7 hari sampai 14 hari kalender. Jumlah pinjaman mulai
dari Rp 600.000 sampai Rp 1.500.000 dengan biaya APR maksimal
14% per tahun
b. Pendanaan
Pendanaan di pinjamyuk yaitu produk yang ditawarkan kepada
nasabah yang ingin menjadi investor. Nasabah dapat top up saldo
sesuai keinginan dan memilih peminjam yang ingin didanai.
Selain itu peminjaman uang tunai di aplikasi pinjamyuk dapat
nasabah gunakan untuk hal-hal sebagai berikut:*®
a. Untuk kebutuhan rumah sakit
b. Untuk kebutuhan pendidikan
c. Untuk perawatan motor

d. Untuk pembelian barang

B. Praktik Hutang Piutang Menggunakan Aplikasi PinjamYuk
1. Syarat pengajuan pinjaman
Ada beberapa persyaratan dalam mengajukan pinjaman di aplikasi

pinjamyuk, antara lain yaitu:*’

¥ Aplikasi PinjamYuk,  Website Resmi PinjamYuk Produk”, http://www.pinjamyuk.co.id/, diakses
pada 25 Mei 2019
* Ibid.
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a) Peminjam adalah Warga Negara Indonesia dan berumur 21 sampai 60
Tahun.

b) Mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) beserta NPWP (opsional).

¢) Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.

Selain persyaratan diatas untuk melakukan pengajuan pinjaman
di pinjamyuk, si pendaftar atau calon nasabah juga harus mengunggah
dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai nasabah di
pinjamyuk, antara lain yaitu:®
a) Kartu tanda penduduk (KTP)

b) Foto diri sendiri dengan memegang KTP
c¢) Kartu NPWP (opsional)

d) Kartu Keluarga (opsional)

e) ID card perusahaan (opsional)

f) SIM (opsional)

g) Slip gaji (bukti penghasilan)

Dokumen yang bersifat opsional tidak wajib, tetapi jika semua
dokumen yang diperlukan lengkap akan mempengaruhi kredit skor
peminjam.

2. Mekanisme hutang piutang
Untuk mendapatkan pinjaman, hal pertama yang harus dilakukan
oleh calon nasabah pinjamyuk adalah nasabah harus terlebih dahulu

mendaftarkan diri dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh

®*Nasabah a.n Perta Udayani, Wawancara Tentang Persyaratan Tambahan untuk Pengajuan
Pinjaman di PinjamYuk, Siwalankerto Surabaya, 16 Maret 2019.
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pihak pinjamyuk. Berikut ini adalah cara melakukan transaksi
menggunakan aplikasi pinj amyuk:61
a. Pinjaman Tunai
1) Download aplikasi pinjamyuk di p/aystore
2) Buka Aplikasi Pinjamyuk
3) Pilih menu akun dan daftar sebagai pengguna menggunakan nomor
telephone
4) Tunggu konfirmasi nomor OTP yang dikirimkan ke nomor
telephone yang telah didaftarkan
5) Klik pilihan loan dengan nominal yang diinginkan
6) Isi data-data yang diperlukan, misal ktp dan sebagainnya
7) Cek kembali nomor rekening peminjam untuk menerima dana
yang akan dicairkan
8) Pilih kegunaan dana pinjaman
9) Masuk ke halaman /oan recordlalu klik lanjutkan
b. Pendanaan
1) Download aplikasi pinjamyuk
2) Mengisi data sebagai calon pendana
3) Menunggu proses verifikasi (maksimal 2 jam)
4) Setelah terverifikasi, silakan top up saldo pada akun anda

5) Pendana dapat memilih sendiri peminjam yang ingin didanai

*Efrida Rahmawati, Wawancara, Ngagel, 1 Mei 2019.
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6) Setelah proses pendanaan selesai, uang akan ditransfer kembali ke

akun pendana beserta dengan bunganya.

Setelah selesai melakukan langkah-langkah di atas, tunggu
persetujuan selama 1 hari 24 jam kerja. Jika disetujui otomatis dana

akan langsung cair ke rekening peminjam.

3. Bentuk Kontrak Perjanjian
Bentuk kontrak perjanjian antara pihak pinjamyuk dengan
nasabah akan didapatkan ketika nasabah telah selesai mendaftar sebagai
peminjam dipendaftaran pertama. Bentuk kontrak perjanjian tersebut
berisikan bahwa nasabah harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai
debitur dalam transaksi tersebut. Jika debitur atau nasabah tidak dapat
memenuhi tanggung jawabnya atau kewajibannya sebagai debitur, maka
pihak kreditur akan memberikan sanksi atau hukuman sesuai kontrak
perjanjian yang telah disepakati didalam kontrak perjanjian tersebut.®”
4. Biaya Administrasi dan Perhitungan Kredit
Pada aplikasi pinjamyuk, biaya administrasi tidak dijelaskan
secara gamblang, namun terlihat pada saat kita melakukan transaksi
peminjaman, di sini aplikasi pinjamyuk menggunakan sistem diskonto
yang artinya pembayaran provisi (administrasi) dilakukan secara
langsung dengan biaya layanan sebesar 14%, jadi saat nasabah

melakukan transaksi dengan meminjam uang sebesar Rp 1.000.000

*Nur Hidayati, Wawancara, Trenggalek Tugu, 22 Mei 2019.
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maka dana yang akan didapat atau masuk ke rekening nasabah hanya Rp
860.000.

Sedangkan untuk perhitungan kredit yang ada pada aplikasi
pinjamyuk telah tercatat pada perjanjian pinjaman, yaitu biaya
keterlambatan Rp 40.000 + 1% per hari hingga tagihan diselesaikan
seluruhnya (Rp 45.000/hari).*

5. Pembayaran Pinjaman

Aplikasi memberikan jangka waktu pinjaman mulai dari 7
sampai 14 hari, nasabah wajib melunasi pinjaman setelah atau sebelum
jatuh tempo, jika nasabah tidak melakukan pelunasan setelah jatuh
tempo, maka nasabah akan dikenakan denda seperti yang telah
dijelaskan di kontrak perjanjian.

Adapun untuk melakukan pembayaran tersebut, nasabah dapat
membayar tagihan melalui:**

a. Via transfer bank
b. E-wallet DOKU
c. Indomaret

d. Alfamart

®pondra Basuki J aya, Wawancara, Watulimo Trenggalek, 26 Mei 2019.
*Nur Hidayati, Wawancara, 22 Mei 2019.
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C. Akibat Hukum

Sebelum melakukan transaksi, penerima pinjaman harus
mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai
dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman, karena setiap kecurangan
akan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui oleh

masyarakat luas di media sosial.

Dengan melakukan transaksi hutang piutang melalui aplikasi
pinjamyuk, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan
pinjaman yang telah dipinjamnya sesuai jangka waktu yang telah
disepakati. Jika tagihan tersebut tidak dibayarkan selama lebih dari 30
hari, biaya keterlambatan dan kredit akan diberlakukan. Penerima
pinjaman hanya memiliki 60 hari dari tanggal transaksi untuk membayar

tagihan, jika tidak, penerima akan dicap sebagai kreditur bermasalah.®

D. Penyelesaian Sengketa (Klaim)

Untuk mengatasi wanprestasi yang telah dilakukan oleh
penerima pinjaman ataupun pemberi pinjaman, yaitu perihal klaim
penagihan meliputi, mengingatkan nasabah melalui SMS, WhatsApp, dan
email terhitung dari 5 hari sebelum jatuh tempo, saat nasabah mulai
memasuki jatuh tempo sampai 3 hari dari tanggal jatuh tempo belum bisa

memenuhi kewajibannya, maka pihak pinjamyuk akan mengingatkan

® Aplikasi PinjamYuk, « Website Resmi PinjamYuk”, http://www.pinjamyuk.co.id/...,
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nasabah dengan menggunakan aufomatic call by system. Saat nasabah
tidak membayar 4 hari dari tanggal jatuh tempo maka team Desk Call akan
menghubungi untuk mengkonfirmasi penundaan pembayaran dari nasabah.
Apabila sampai batas waktu kira-kira 4 — 14 hari dari tanggal jatuh tempo
nasabah belum bisa membayar maka team Desk Call akan memperingatkan
atau memberi tau bahwa “Pick Up Payment” akan mendatangi rumah
nasabah, selanjutnya team pick up payment bertugas menindaklanjuti
nasabah yang belum melakukan pembayaran 14 — 60 hari dari tanggal jatuh
tempo, bila sampai dengan 60 hari keatas nasabah belum membayar maka
team external collection akan melakukan tugas sebagaimana mestinya,
seperti akan membawa hal ini ke ranah pengadilan, namun klaim
penagihan tersebut hanya dilakukan melalaui sosial media Whatsapp juga
telfon seluler. Sejauh ini belum ada yang mendatangi rumah nasabah yang
berada di luar jabodetabek, sampai nasabah mau membayar, pihak

pinjamyuk akan terus menyebar data nasabah melalui Whatsaap.®®

®*perta Udayani, Wawancara, Siwalankerto Surabaya, 16 Maret 2019.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
SECARA ONLINEDI WWW.PINJAMYUK.CO.ID

A. Analisis Qard terhadap Praktik Hutang Piutang Secara Online di
www.PinjamYuk.co.id

Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, begitu juga
dengan hutang piutang atau dalam Islam figh disebut dengan gard. Manusia
adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Mereka
tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan makhluk
hidup lainnya. Oleh karena itu, apabila kita dalam kondisi sulit dan kita
membutuhkan bantuan dana, pastinya kita akan melakukan transaksi hutang
piutang (gard).

Akad gard sendiri yaitu memberikan harta kepada seseorang yang
membutuhkan dan dapat diambil kembali pada waktu yang telah ditentukan,
tanpa ada tambahan atau imbalan sedikitpun. Sedangkan hutang piutang
online yaitu fasilitas peminjaman uang oleh penyedia keuangan yang telah
beroperasi secara online. Penyedia pinjaman onl/ine ini biasanya dikenal
dengan sebutan fintech. Pinjaman online saat ini sudah marak dikalangan
masyarakat luas. Meskipun resikonya sangat tinggi, karena antara peminjam
dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Namun tidak sedikit masyarakat
yang menggunakan jasa tersebut untuk melakukan pinjaman on/ine. Hal ini

dikarenakan masyarakat memiliki kesamaan dalam kebutuhan. Alasan mereka
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menggunakan pinjaman on/ine cukup simpel, yaitu cepat, mudah dan tidak
harus keluar rumah atau bertatap muka untuk mencari tempat peminjaman
uang. Dengan adanya pinjaman online tersebut masyarakat akan lebih mudah
untuk mencari pinjaman dalam keadaan mendesak.

Dalam hal ini salah satunya adalah p/atform pinjaman online yang
telah diciptakan oleh PT Kuai Kuai Tech Indonesia, yaitu aplikasi pinjamyuk.
Untuk bisa melakukan transaksi hutang piutang secara online di aplikasi
pinjamyuk, pertama-tama kita harus mendownload aplikasi tersebut melalui
Playstore atau Appstore. Setelah itu kita melakukan pendaftaran dan mengisi
data diri dengan jelas yang nantinya akan dikonfirmasi melalui telephone.
Dalam mengajukan pinjaman online tersebut syarat yang harus dipenuhi yaitu
melakukan registrasi akun, dan nantinya akan langsung memilih sejumlah dana
yang ingin dipinjam pada menu /oan, sekaligus menentukan jangka waktu
pengembalian pinjaman. Sebelum melakukan transaksi lebih baik kita
menyesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan dan kemampuan kita dalam
membayar pinjaman tersebut dengan tenor yang tepat.®’

Langkah selanjutnya yaitu verifikasi data, biasanya pihak
pinjamyuk melakukan verifikasi melalui telephone. Selain itu kita juga
diharuskan untuk melampirkan dokumen yang telah dipindai guna
memverifikasi kartu yang ada di ponsel agar dapat mengizinkan untuk

mengakses kontak dan juga panggilan di zelephone.

*Efrida Rahmawati, Wawancara, Ngagel, 1 Mei 2019.
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Langkah yang terakhir yaitu penerimaan uang dari pinjamyuk ke
rekening kita. Setelah melakukan semua proses pendaftaran, permintaan
aplikasi dan identitas diri telah diterima oleh pihak pinjamyuk. Setelah
disetujui, sejumlah uvang yang kita pinjam akan langsung ditransfer ke
rekening si pemohon pinjaman.

Dalam hal ini pelaksanaan aplikasi pinjamyuk jika dibenturkan
dengan a/-gard, sebagai berikut:

1. Syarat dan Rukun

Dalam transaksi hutang piutang pada aplikasi pinjamyuk telah
sesuai rukun yang ada pada akad gard itu sendiri yaitu ada pemberi
pinjaman, penerima pinjaman, harta sebagai objek dan ijab kabul. Namun
telah dijelaskan bahwa pelaku akad gard yang terdiri dari pemberi
pinjaman (mugqrid) dan penerima pinjaman (mugqtarid) harus dilakukan oleh
orang yang mampu untuk melakukan tasaruf, yaitu orang yang telah cakap
bertindak hukum, berakal sehat, sudah balig dan tidak mahjur (bukan orang
yang oleh shariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya
karena faktor tertentu). Pada aplikasi pinjamyuk sendiri persyaratan untuk
bisa mendapatkan pinjaman salah satunya yaitu warga Indonesia yang
sudah mempunyai pekerjaan tetap.

Hasil dari wawancara salah satu nasabah pada aplikasi pinjamyuk

mengenai persyaratan penerima pinjaman bahwasannya nasabah harus
mempunyai pekerjaan tetap dan cukup umur (yang telah ditentukan oleh

pinjamyuk), namun tidak sedikit dari nasabah yang ingin mendapatkan
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pinjaman dari aplikasi pinjamyuk dengan cara memalsukan data. Hal
tersebut dilakukan oleh nasabah yang tidak memiliki pekerjaan tetap,
kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai
pekerjaan, namun tidak tetap atau serabutan. Jika hal tersebut ditarik pada
teori gard belum sesuai karena lebih banyak mendatangkan madarat
daripada mas/ahah nya, serta ada unsur penipuan didalamnya. Akan tetapi,
ketika orang yang melakukan pemalsuan data untuk keadaan yang
mendesak, dimana itu mengancam jiwa atau agama maka transaksinya
diperbolehkan.

Namun jika dilihat dari segi praktik yang ada pada aplikasi
pinjamyuk, yaitu ada proses analisis data yang proses tersebut masih
berkaitan dengan syarat adanya kepastian data terkait pekerjaan tetap
peminjam. Jadi, hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan akad gard
karena dalam praktiknya terdapat unsur gharar.

. Biaya Administrasi dan Perhitungan Kredit

Mengenai biaya administrasi dan perhitungan kredit pada
pelaksanaan transaksi hutang piutang pada aplikasi pinjamyuk ini masih
menggunakan sistem bunga, walaupun dalam aplikasi pinjamyuk telah
ditegaskan bahwa tidak ada bunga atau bunga 0%, tetap saja ada biaya
administrasi (biaya provisi) yang tidak kalah mencekik para nasabah
daripada bunga atau riba itu sendiri dan juga denda keterlambatan sebesar
Rp 40.000 + 1% (Rp 45.000) per hari. Pada aplikasi pinjamyuk

menggunakan sistem diskonto yang artinya pembayaran provisi



65

(administrasi) dilakukan secara langsung dengan biaya layanan sebesar
14%, yang didalamnya terdapat unsur riba karena telah melebihi batas
wajar. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279

yang berbunyi:*®

(YVA) S (2550 155 G o 1055 T a2 530

TR PR S FE LR P }wl]wu,;\f_m\fw_‘iag
(YVa) O,k

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba
(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (278) Maka jika
kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah
dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan
riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula)
dianiaya. (279)

Sehingga transaksi tersebut tidak dibenarkan dalam islam, dan
tidak diperbolehkan hanya karena masing-masing pihak telah sama-sama
antarazin (sama-sama menyetujui), pada kenyataannya banyak nasabah
yang mengeluhkan perihal bunga yang sangat mencekik pada saat harus
terpaksa meminjam pada aplikasi pinjamyuk karena keadaan mendesak dan
juga tanpa agunan. Dalam hukum islam juga telah ditegaskan bahwasannya
hal tersebut tidak diperkenankan dalam ketentuan hukum gard yang
merupakan akad tabarru’, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya

pengambilan keuntungan atau pemanfaatan di dalamnya.

o8 Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit J-
Art, 2004), 47.
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B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/11/2018 Tentang Layanan
Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari’ah
Terhadap Praktik Hutang Piutang Secara Online di www.PinjamYuk.co.id

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu
sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Telah
banyak nilai baru yang dibentuk, namun sulit untuk menentukan mana yang
benar dan mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan juga
sekaligus menyesatkan.

Islam adalah agama yang memperhatikan segala sudut
kemanusiaan, termasuk perekonomian. Manusia diberikan kebebasan
sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya hal tersebut harus
sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip ke Islam an itu sendiri.

Saat ini kehadiran financial technology di industri lembaga
keuangan telah berkembang sangat pesat. Finfech yaitu sebuah singkatan dari
kata ‘financial’ dan ‘technology’ yang artinya adalah sebuah inovasi di dalam
bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan pun sangat sangat luas dan
terbagi menjadi berbagai segmen,baik B2B (business to business) hingga B2C
(business to consumer). Bisnis fintech juga telah merambah ke dalam industri
keuangan syariah maupun konvensional.

Pada tahun 2018 lalu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk finfech. Fatwa DSN-
MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut menjadi payung

hukum bagi fintech lending yang telah menjalankan produk syari’ah. Fatwa
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tersebut mengatur lebih lanjut tentang fintech yang tidak boleh bertentangan
dengan prinsip syaria’ah.

Dalam hal ini salah satunya adalah perusahaan fintech dengan
platform hutang piutang yaitu aplikasi pinjamyuk, walaupun aplikasi tersebut
belum berlabel syari’ah namun sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas
karena pengajuan pinjaman yang mudah dan tanpa agunan. Pinjaman pada
aplikasi pinjamyuk sama halnya dengan pinjaman bank pada umumnya, yang
membedakan hanyalah proses pendaftaran sampai penerimaan uang dilakukan
secara online, jadi nasabah tidak perlu mendatangi kantor atau bertatap muka
dengan pihak pemberi pinjaman. Syarat-syarat pengajuannya pun cukup
mudah dan tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman. Jika
dilihat dari segi akad seperti yang telah ditentukan pada Fatwa DSN-MUI
Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, praktik hutang piutang menggunakan aplikasi
pinjamyuk ini menggunakan akad gard yaitu akad pinjaman dari pemberi
pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan
uang yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan jangka waktu. Pada aplikasi
pinjamyuk juga menggunakan layanan anjak piutang, dimana pada sistem
penagihannya menggunakan jasa desk collector dan debt collector.

Jika ditinjau dari hukum Islam yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor
117/DSN-MUI/II/2018, transaksi hutang piutang pada aplikasi pinjamyuk
memang tidak bertentangan dengan hukum shariat, karena telah memenuhi
unsur yang ada di dalam hutang piutang itu sendiri, yaitu adanya pemberi

pinjaman, penerima pinjaman dan harta yang dipinjamkan. Namun hal tersebut
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selama sistem dan konsep yang digunakan memang sesuai dengan shariat,
tidak ada unsur penipuan dan memberatkan salah satu pihak. Tapi pada
kenyataannya, proses analisis (verifikasi data) dan proses penagihan pada
nasabah di aplikasi pinjamyuk masih membuat masyarakat resah.

Pada proses analisis, aplikasi pinjamyuk masih tidak memberikan
kejelasan kriteria nasabah seperti apa yang akan diverifikasi dan yang akan
ditolak permohonan pinjamannya. Hal tersebut akan menimbulkan unsur
penipuan pada proses peminjamannya, karena masih ada nasabah yang
ternyata tidak mempunyai pekerjaan tetap namun karena keadaan mendesak
mereka memalsukan data untuk mendapatkan pinjaman di aplikasi tersebut.
Dan jika hal tersebut dibiarkan, si nasabah akan terlilit hutang yang semakin
menumpuk pada akhirnya.

Sedangkan pada proses penagihannya, walaupun aplikasi
pinjamyuk sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun aplikasi
tersebut masih menggunakan sistem rentenir pada proses penagihannya, yang
biasa disebut rentenir onfline oleh masyarakat. Nasabah yang tidak
mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan mereka
akan diteror oleh rentenir online dari pinjamyuk dan mereka akan
menambahkan jumlah tambahan uang yang harus dikembalikan.

Praktik seperti itulah yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena
terdapat unsur darar (merugikan salah satu pihak) di dalamnya. Apabila suatu
pelaksanaan hutang piutang ingin berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah,

maka harus bebas dari maysir, riba, gharar, darar dan zalim. Hal tersebut
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sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip

Syariah.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan dan melihat dari beberapa sumber
pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang pada aplikasi pinjamyuk saat ini tengah
digandrungi oleh halayak masyarakat saat ini. Prosesnya sangat mudah
yaitu pertama-tama pengguna harus menginstal aplikasi dan mendaftar
sebagai nasabah pinjamyuk, lalu pengguna harus mengisi berkas yang
telah disediakan di aplikasi dan memenuhi persyaratannya. Setelah
disetujui oleh pihak pinjamyuk, pihak pinjamyuk akan langsung
mencairkan dana sesuai nominal yang telah dipilih oleh nasabah beserta
perhitungan kreditnya. Dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Transaksi hutang piutang secara online pada aplikasi pinjamyuk pada
hakikatnya diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi apabila dalam
prosesnya atau salah satu cara yang akan digunakan dalam transaksi
hutang piutang tidak sesuai dengan syara’akan berubah hukum menjadi
haram. Jika ditarik pada teori gard ada ketidak sesuaian pada proses
peminjaman di aplikasi pinjamyuk dimana telah dijelaskan di atas.
Menurut analisis yang telah penulis ulas pada bab sebelumnya, hutang
piutang secara online itu diperbolehkan asal tidak ada unsur-unsur yang

dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak dan orang lain
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yang bersangkutan. Apabila ditemukan kecurangan, maka hukumnya
menjadi haram. Karena hal tersebut tidak sesuai dengan shariat Islam
yang telah ditentukan. Seperti adanya rentenir onl/ine yang meneror
nasabah dan memakai data kontak yang ada di hAandphone nasabah
untuk menagih pinjaman yang sudah telat jatuh tempo, sampai banyak
nasabah yang mengeluh karena telah dipermalukan dan tidak jarang
sampai ada yang diancam. Hal seperti itu tidak diperbolehkan dalam

Islam.

B. Saran
Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap

Praktik Hutang Piutang Secara Online di www.PinjamYuk.co.id, dapat

disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyarankan bahwa aplikasi pinjamyuk lebih menjelaskan secara rinci
biaya admin dan juga perhitungan kredit, agar masyarakat dapat
memahami lebih dalam sehingga tidak berfikir bahwa aplikasi
pinjamyuk ini terdapat unsur penipuan, serta dapat menyesuaikan
kebutuhan yang mereka butuhkan. Selain itu pihak pinjamyuk harus
lebih menjaga keamanan/privasi nasabah agar tidak menyebar ke
halayak umum.

2. Untuk masyarakat atau para calon nasabah yang ingin mendapatkan

pinjaman di aplikasi pinjamyuk, sebaiknya berhati-hati ketika ingin
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mengajukan pinjaman dan memahami segala konsekuensi yang ada.

Karena banyak sekali kejadian teror oleh rentenir on/ine saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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